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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR: 6 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Magelang Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;

Mengingat © 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dangan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3685)

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan L.embaran Negara Nomor

3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang ... ... ..
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Dacrah

| 25 Tahun 1999 tentang

Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan

Tambah; II ¢Mbaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 .
AN Lembaran Negara Nomor 3848 ) -

7. Peraturan Pemer
Bahan Bak
1997 Nom

ntah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
ar Kﬂl)l‘jﬂl'il:lﬂ Bermotor (.embaran Negara Tahun
' 56, Tambahan | embaran Negara Nomor 3693).

8. Peraturan Pemerint

ah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Pcnmhangan

D _ Scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
cmerintah Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021):

. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022),

10. Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

1. Peraturan Pemerintah nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4029);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119
Tambahan LLembaran Negara Nomor 4138);

14. Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana
Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2002

15. Peraturan Menten Dalam Negen ... ... .. .
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15. Peraturan Menter

Icnlang Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975

Pendap: (““lnh~cnntnh Cara Penyusunan Anggaran
patan dan Belanja Dacrah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangp: c
N u;ngdn Dacrah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Ndapatan dan Belanja Daerah -

16. Peraturan Menteri

tentang Penerimaa
Daerah:

Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978
n Sumbangan Pihak ketiga kepada

I'7. Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994

tentang  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah :

19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal
28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran
Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984
tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal
18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan
Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal
11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998
tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

Memperhatikan ... ...........
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rhatikan : 1. Surat |, | |
Mempe —— d ‘2"” Menter; Dalam Negeri Nomor 9003/2477/S]
I}'L'l:l\‘-';.lﬁlll‘l | I]vwmh” 2001 Perihal Pedoman Umum
l‘;c‘_l” ‘r nﬂ.'ﬂ {IHI-'{L I-"‘I‘..:.I“kHHHHHH A]]ngrun P{:nddpﬂlﬂn dﬂn

anja Daerah Tahun Anggaran 2002 -
2 Risalah

Daerah
tent

Sldang-xidﬂng Pleno Dewan Perwakilan Rakyat
Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

aNg Anggaran Pendanat: | b Tahun
Anggaran 202 ipatan dan Belanja Daera

Dengan persetujuan

PEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan - PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002
sejumlah Rp 133.797.887.000 - terdiri dari -

a. PENDAPATAN

- Pendapatan ......... . . Rp.133.797.887.000,-

= Rt ... Rp.110.376.268.000.-
- Pembangunan Rp. 23.421.619.000.-

Rp.133.797.887.000,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

8. Pendapatan..............c.cocesmsns Rp. 8.008.490.000.-
B. Belanja ... ....c. coo s vamssnmes sreons Rp. 8.008.490.000.-

Pasal 3

(1). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut
pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2). Penggeseran .............
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(2). Penggeseran p
peraturan
Dacrah ini

" Pasal-pasal yang diperkenankan sesuai dengan
Yang berlaky sehagaimana |.ampiran Il Peraturan

(3). Rincian lehih

lanjut ni mana
| ayat (1) Pasal 1ni, sebagaim
lLampiran i 1) reaa .

-lampiran Peraturan Daerah ini.

a. Lampiran 1]
b. Lampiran |V
¢. Lampiran v

- Pendapatan
- Belanja Rutin
- Belanja Pembangunan

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2.
sebagaimana Lampiran VI dan V[j Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran—lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2002.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Maret 2002
WALIKOTA MAGELANG
\/Q@mj
Diundangkan di Magelang H. FAHRIYANTO
pada tanggal 7 Maret 2002.
SEKRETARIS D KOTA MAGELANG

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 10
SERI A NO. 1
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